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LATAR BELAKANG

Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan
pengelolaan kesejahteraan pegawai sehingga harus diberi perhatian khusus oleh
instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya. Suatu instansi
pemerintahan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik, karena bila
instansi pemerintahan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik,
akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam

melaksanakan tanggungjawab masing-masing.

Realisasi Belanja Gaji pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim padatahun 2013sebeasar16.653.941.337
yang terdiri dari belanja gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Dengan angka yang
tidak sedikit tersebut diperlukan pengelolaan yang baik, tertib, dan
teratur.Penerapan sistem penggajian yang benar dan keterpaduan dari berbagai
fungsi yang terkait, diharapkan dapat mengatasi adanya resiko kecurangan dan

penyelewengan terhadap sistem penggajian.

TUJUAN

Tujuan penyusunan tugas akhir adalah untuk mengkaji dan mengetahui
penerapan sistem penggajian serta untuk mendapatkan gambaran dan informasi
lebih lanjut mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh kantor perwakilan

Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur.



KEGUNAAN PENGAMATAN

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai evaluasi sistem penggajian pada BPKP provinsi
Jawa Timur.

2. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk
meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah ada mengenai
sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur.

3. Bagi pihak lain (pembaca)
Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
dijadikansebagaibahanrefrensibagi yang mengambil TA dengan
permasalahan yang hampir sama, serta bagi mahasiswa yang ingin

mengembangkan penelitian ini.

METODE PENGAMATAN

Berbagai metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk
mendapatkan dan menganalisis data yang relevan dan terkait dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Studi Pustaka
Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan sumber dengan cara

mengumpulkan bahan, membaca dan mempelajari berbagai sumber teks



,buku, makalah, serta undang-undang atau peraturan yang terkait dengan

pembahasan laporan studi lapangan ini. Penelitian Lapangan

Terdiri dari dua metode yaitu:

a. Observasi
Yaitu metode dengan mengamati langsung pada obyek studi lapangan
dengan mempelajari  dokumen-dokumen, dasar, dan kegiatan dalam
sistem penggajian di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
Perwakilan Jawa Timur.

b. Wawancara/Interview
Yaitu metode yang dilakukan di lapangan dengan berbicara kepada
narasumber/orang/bagian unit kerja yang terkait dengan sistem dan
prosedur penggajian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.

SUBYEK PENGAMATAN

Subyek pengamatan adalah pejabat/petugas yang berkaitan dengan sistem

penggajian yang ada di BPKP ProvinsiJawaTmurantara lain:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/Kuasa PA)

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penandatangan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

3. Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM

4. Bendahara Pengeluaran

5. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG)



RINGKASAN PEMBAHASAN

kerangka sistem penggajian pegawai di BPKP JATIM akan dijelaskan sebagai

berikut:

Menerima Surat Keputusan (SK)
dari Sub Kepegawaian mengenai
perubahan data Kepegawaian

i B

Melakukan Proses Entry data
perubahan Daftar Gaji

"

Membuat Daftar Gaji Pegawai

-

Membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

-

Membuat Surat Perintah Membayar
(SPM)

-

Membuat Surat Perintah Membayar
(SPM) dan dikirim ke KPPN

-

KPPN Sidoarjo menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D)

i B

Melakukan Pengambilan uang di
Bank BRI dan mentransfer
pembayaran gaji ke rekening Bank
masing-masing pegawai




KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah Hasil
evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem penggajian pada Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur diketahui Standard Operating Procedure (SOP) telah

diterapkan, meskipun terdapat beberapakendaladalampelaksanaanya.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja BPKP Jawa Timur untuk
mencapai visi dan misi yang diharapakan, penulis mencoba untuk memberikan
saran diantaranya:

1. kekurangan petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG), bisa dilakukan dengan
melakukan penambahan pegawai dan/atau realokasi pegawai dengan
bagian lain yang kelebihan pegawai demi mempercepat pengerjaan gaji
pegawai setiap bulannya.

2. Lebih meningkatkan integrasi antar sistem pada tiap-tiap subbagian.
Seperti untuk subbagian kepegawaian dengan petugas PDG dalam
perekaman data dan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga
menciptakan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

3. BPKP provinsi Jawa Timur sebaiknya membuat flow chart mengenai

Belanja Gaji Pegawali agar uraian prosedur dapat dipahami lebih jelas.
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